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Partisipasi difabel merupakan isu krusial di Indonesia yang muncul seiring berkembangnya konsep inklusi sosial yang 
mendorong keterlibatan difabel dalam kehidupan sosial. Berdasarkan SUPAS 2015, penyandang disabilitas terbanyak 
di Indonesia adalah penduduk yang mengalami sedikit kesulitan melihat, yaitu sebesar 5,51%. Sementara itu, 
penyandang disabilitas paling sedikit di Indonesia adalah penduduk yang sama sekali tidak bisa mendengar, yaitu 
sebesar 0,09% (Badan Pusat Statistik, 2016). Permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Indonesia 
beragam, mulai dari terbatasnya aksesibilitas di tempat umum, adanya peluang mengalami diskriminasi, serta minimnya 
partisipasi difabel dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam kegiatan pemberdayaan. Kelompok Difabel Desa (KDD) 
hadir sebagai manifestasi inklusi sosial untuk kelompok difabel. KDD diinisiasi oleh SIGAB (Sasana Inklusi & Gerakan 
Advokasi Difabel) sebagai respon terhadap minimnya partisipasi difabel pada kegiatan desa. Tulisan ini 
mendeskripsikan pemberdayaan difabel oleh KDD Makmur Jati Mandiri di Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, 
Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis 
menggunakan metode penelitian kualitatif yang kemudian dianalisis menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat. 
Pemberdayaan difabel oleh KDD Makmur Jati Mandiri berupa pemberian motivasi dan pelatihan keterampilan. 
Keberadaan KDD tersebut mampu mendorong masyarakat difabel untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan organisasi 
tingkat desa. 
KATA KUNCI: Pemberdayaan Difabel, KDD (Kelompok Difabel Desa), Inklusi Sosial. 
 
ABSTRACT 
The participation of people with disabilities is a crucial issue in Indonesia that has emerged along with the development 
of the concept of social inclusion that encourages the involvement of people with disabilities in social life. Based on the 
2015 SUPAS, the most people with disabilities in Indonesia are people who have a little difficulty seeing, which is 5.51%. 
Meanwhile, the least number of people with disabilities in Indonesia are residents who cannot hear at all, which is 0.09% 
(Central Bureau of Statistics, 2016). The problems faced by people with disabilities in Indonesia are varied, ranging from 
limited accessibility in public places, the opportunity to experience discrimination, and the lack of participation of people 
with disabilities in various activities, including empowerment activities. The Village Difabel Group (KDD) is present as 
a manifestation of social inclusion for disabled groups. KDD was initiated by SIGAB (Inclusion Center & Difabel 
Advocacy Movement) as a response to the lack of participation of people with disabilities in village activities. This paper 
describes the empowerment of people with disabilities by KDD Makmur Jati Mandiri in Jatirejo Village, Lendah District, 
Kulon Progo Regency, Special Region of Yogyakarta. The data in this study were collected and analyzed using qualitative 
research methods which were then analyzed using the concept of community empowerment. The empowerment of the 
disabled by KDD Makmur Jati Mandiri is in the form of providing motivation and skills training. The existence of KDD 
can encourage people with disabilities to participate in village level activities and organizations. 
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Data jumlah penyandang disabilitas 
menurut SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 
2015 diambil dari penduduk berusia 10 tahun ke 
atas dan dikelompokkan berdasarkan disabilitas 
atau kesulitan yang dihadapi. Penduduk yang 
mengalami sedikit kesulitan melihat merupakan 
penyandang disabilitas terbanyak di Indonesia, 
yakni sebesar 5,51%. Sementara itu, penyandang 
disabilitas paling sedikit di Indonesia adalah 
penduduk yang sama sekali tidak bisa mendengar, 
yaitu sebesar 0,09% (Badan Pusat Statistik, 2016).  
Angka partisipasi murni (APM) yang lebih 
rendah nampak pada kelompok penyandang 
disabilitas yang bersekolah sesuai usia resmi 
jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan 
non penyandang disabilitas. APM penduduk 
penyandang disabilitas yang berusia 7-24 tahun 
lebih rendah daripada non penyandang disabilitas 
pada setiap jenjang pendidikan (Hastuti et al., 
2020). Adanya selisih dari APM non penyandang 
disabilitas dan penyandang disabilitas dari setiap 
jenjang pendidikan menunjukkan bahwa 
partisipasi para penyandang disabilitas pada 
bidang pendidikan belum dapat dikatakan setara 
dengan non penyandang disabilitas. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
pada tahun 2019 di stasiun-stasiun Kota 
Yogyakarta, aksesibilitas yang disediakan bagi 
para penyandang disabilitas mulai dilengkapi. Hal 
tersebut nampak dari tersedianya guiding block, 
adanya parkir khusus difabel, kursi prioritas bagi 
penyandang disabilitas, tersedianya toilet khusus 
difabel, adanya rampa (lantai miring sebagai akses 
para pengguna kursi roda), adanya akses informasi 
berupa audio atau running text, serta adanya 
pelatihan dengan materi pelayanan untuk 
penyandang disabilitas yang wajib diikuti oleh 
petugas pelayanan publik (Wicaksono et al., 2019). 
Terbatasnya partisipasi dan akses 
penyandang disabilitas terhadap berbagai fasilitas 
yang ada di Indonesia merupakan gambaran 
Indonesia yang belum mampu merangkul para 
penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial 
secara maksimal. Namun, Indonesia tetap berusaha 
mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas 
untuk mewujudkan inklusi sosial, salah satunya 
melalui program pemberdayaan masyarakat. 
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep 
pembangunan ekonomi dan politik yang 
merangkum berbagai nilai sosial (Susilawati, 
2016). 
Relevansi antara terbatasnya partisipasi 
serta tingginya jumlah penyandang disabilitas di 
Indonesia, terutama di Daerah Istimewa 
Yogyakarta, dengan pemberdayaan masyarakat 
yang inklusif, merupakan topik aktual dan menarik 
untuk diteliti. Hal tersebut karena pemberdayaan 
masyarakat yang inklusif dapat menjadi solusi atas 
minimnya peran penyandang disabilitas pada 
berbagai bidang di Indonesia. Oleh karena itu, 
penelitian ini mengkaji praktik, baik 
pemberdayaan inklusif yang dilakukan oleh 
Kelompok Difabel Desa (KDD) Makmur Jati 
Mandiri dalam melibatkan penyandang disabilitas 
pada kegiatan pemberdayaan. Praktik baik dalam 
penelitian ini mengarah pada inovasi 
pemberdayaan difabel yang jarang atau belum 
pernah dilakukan di Indonesia. 
KDD Makmur Jati Mandiri merupakan 
kelompok pemberdayaan difabel yang ada di Desa 
Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon 
Progo. KDD yang dibentuk pada tahun 2015 
(Salim, 2019). Namun, tidak semua desa di 
Indonesia memiliki KDD. Kelompok 
pemberdayaan difabel tingkat desa tersebut hanya 
dapat ditemukan di Kecamatan Lendah Kabupaten 
Kulon Progo, Desa Sendangadi Kecamatan Mlati, 
dan Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah 
Kabupaten Sleman.  
Pembentukan KDD diawali dengan 
pengenalan dan permintaan izin dari SIGAB pada 
Kecamatan Lendah. Hasil dari diskusi antara 
SIGAB dan pemerintah Kecamatan Lendah 
menghasilkan persetujuan oleh pihak kecamatan 
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ada di Kecamatan Lendah. Dengan demikian, 
KDD mulai dibentuk pada 6 desa yang ada di 
Kecamatan Lendah, termasuk Desa Jatirejo. 
Meskipun KDD Makmur Jati Mandiri di Desa 
Jatirejo bukan KDD yang pertama terbentuk di 
Kecamatan Lendah (pilot project), tetapi KDD 
Makmur Jati Mandiri merupakan KDD yang 
berhasil dan mampu bertahan hingga saat ini. 
Bertahannya KDD sampai saat ini karena adanya 
dukungan yang kuat dari masyarakat Desa Jatirejo 
dan keluarga anggota KDD.  
Penelitian ini dapat memperkaya literatur 
akademik yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pemberdayaan difabel di Indonesia, terutama di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya literatur 
akademik terkait pemberdayaan difabel dapat 
membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi berbagai program atau kegiatan 
pemberdayaan difabel di Indonesia. Dalam 
penelitian ini, analisis terkait praktik baik 
pemberdayaan difabel yang dilakukan oleh KDD 
menggunakan unsur utama pemberdayaan menurut 
Soetomo dan proses pemberdayaan menurut 
Wrihatnolo dan Dwidjowijoto.  
Unsur utama dari proses pemberdayaan 
masyarakat menurut Soetomo adalah pemberian 
kewenangan dan pengembangan kapasitas 
masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat 
dipisahkan karena apabila hanya ada satu unsur 
saja maka hasilnya tidak maksimal. Tidak semua 
masyarakat memiliki kewenangan dan kapasitas. 
Akibatnya, masyarakat tersebut kurang berdaya 
atau powerless dan mereka tidak memiliki peluang 
untuk merencanakan masa depan mereka. Hal ini 
menjadi penyebab kondisi kehidupan mereka tidak 
sejahtera. Dengan asumsi bahwa masyarakat tidak 
berdaya karena negara telah mengambil 
kewenangan dalam pengambilan keputusan dan 
pengelolaan pembangunan maka negara harus 
memberi sebagian power atau kewenangannya 
kepada masyarakat melalui proses pemberdayaan.  
Pemberdayaan masyarakat merupakan 
institusi yang memberi advokasi kepada 
masyarakat lokal atau masyarakat marginal dan 
tidak berdaya. Masyarakat tidak dapat selalu 
bergantung pada pihak lain dalam memberi 
advokasi sehingga masyarakat harus mampu 
meningkatkan kapasitasnya secara mandiri untuk 
mendorong perubahan termasuk dalam alokasi 
power, sumber daya, dan posisi tawarnya. Institusi 
lokal dapat menjadi sarana yang memfasilitasi 
tindakan bersama dan meningkatkan power.  
Manfaat internal institusi lokal adalah 
dapat menjadi sarana pengambilan keputusan dan 
kontrol sumber daya. Sementara itu, manfaat 
eksternal institusi lokal adalah menjadi sarana 
untuk menjalin hubungan dengan stakeholder 
pemerintah maupun non pemerintah. Selain itu, 
pendekatan pemberdayaan berusaha mewujudkan 
inklusi sosial sehingga tidak hanya perubahan 
perlakuan pihak eksternal pada masyarakat lokal 
saja, tetapi juga perubahan pola relasi sosial dalam 
struktur sosial masyarakat (Soetomo, 2018). 
Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (dalam 
Setyorini, 2017) membagi tiga proses 
pemberdayaan. Tahap pertama adalah penyadaran. 
Tahap ini memberikan penyadaran kepada 
masyarakat untuk mencari solusi dari 
permasalahan yang dihadapi. Tahap kedua yakni 
pengkapasitasan, yang meliputi pengkapasitasan 
manusia, organisasi, dan sistem nilai. 
Pengkapasitasan manusia merupakan upaya untuk 
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia 
melalui pelatihan, pendidikan, dan kegiatan 
lainnya. Sementara itu, pengkapasitasan organisasi 
dilakukan untuk memberikan inovasi dan budaya 
baru dalam organisasi. Pengkapasitasan sistem 
nilai merupakan pembentukan aturan atau sistem 
nilai yang harus dipatuhi oleh anggota organisasi. 
Tahap terakhir adalah pendayaan, di mana dalam 
tahapan ini target pemberdayaan diberikan 
kekuatan dan peluang sesuai dengan kemampuan 
yang telah dimiliki sehingga target pemberdayaan 
mampu melakukan segala sesuatu secara mandiri. 
Berdasarkan gambaran jumlah dan 
terbatasnya partisipasi penyandang disabilitas di 
Indonesia serta didukung dengan hadirnya KDD 
sebagai salah satu kelompok pemberdayaan difabel 
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di Yogyakarta maka pertanyaan dalam penelitian 
ini adalah: Bagaimana praktik baik pemberdayaan 




A. Jenis Penelitian 
Penelitian yang berfokus pada kegiatan 
pemberdayaan masyarakat bagi penyandang 
disabilitas ini menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian 
kualitatif sering disebut metode naturalistik, karena 
penelitian dilakukan pada kondisi alamiah 
(Sugiyono, 2011). Pemilihan metode kualitatif 
pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
dan menjabarkan parktik baik pemberdayaan 
difabel yang dilakukan oleh Kelompok Difabel 
Desa (KDD) Makmur Jati Mandiri secara 
mendalam. Sementara itu, pendekatan deskriptif 
pada metode kualitatif dalam penelitian ini 
bertujuan agar data terkait patisipasi para 
penyandang disabilitas dalam kegiatan 
pemberdayaan KDD Makmur Jati Mandiri dapat 
dipahami dan dianalisis secara detail. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Jatirejo, 
Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo. 
Alasan pemilihan Desa Jatirejo sebagai lokasi 
penelitian adalah tingginya jumlah penyandang 
disabilitas di Kecamatan Lendah dan adanya 
kegiatan pemberdayaan tingkat desa yang 
ditujukan bagi para penyandang disabilitas melalui 
KDD Makmur Jati Mandiri. KDD Makmur Jati 
Mandiri merupakan kelompok pemberdayaan yang 
sasaran sekaligus anggotanya ialah para 
penyandang disabilitas yang ada di Desa Jatirejo.  
 
C. Teknik Penentuan Informan 
Informan dalam penelitian ini diambil 
secara purposive karena menggunakan kriteria 
tertentu sehingga data yang diperoleh lebih detail. 
Dalam penelitian ini, karakteristik yang digunakan 
untuk memilih informan adalah terlibat dalam 
kegiatan pemberdayaan KDD Makmur Jati 
Mandiri dan menerima dampak, baik secara 
langsung maupun tidak langsung dari hadirnya 
KDD Makmur Jati Mandiri. Informan dalam 
penelitian ini adalah anggota, pengurus, keluarga 
anggota KDD, warga Desa Jatirejo non difabel, 
SIGAB, YAKKUM, Pemerintah Desa Jatirejo, 
Pemerintah Kecamatan Lendah, serta Dinas Sosial 
Kulon Progo. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, tiga teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Observasi dilakukan dengan mengamati secara 
langsung dukungan yang diberikan oleh keluarga, 
warga Desa Jatirejo, maupun pemerintah terhadap 
pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas 
di Desa Jatirejo melalui KDD. Sementara itu, 
wawancara dilakukan dengan mengunjungi 
informan secara langsung atau melalui pertemuan 
daring yang sudah direkam (karena terkendala 
kondisi pandemi COVID-19) sehingga wawancara 
dapat terlaksana secara kondusif. Dokumentasi 
melalui pengumpulan informasi terkait profil KDD 
Makmur Jati Mandiri, SK Kepala Desa Jatirejo 
Nomor 34 Tahun 2015, serta foto yang diambil 
peneliti selama observasi lapangan. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 
2019) mengungkapkan bahwa aktivitas dalam 
analisis data terbagi menjadi tiga, yaitu data 
reduction, data display, dan 
conclusion/verification. Data reduction dilakukan 
untuk menjaga fokus penelitian melalui pemilahan 
berbagai data yang berkaitan dengan pelaksanaan 
kegiatan pemberdayaan difabel oleh KDD 
Makmur Jati Mandiri. Data display dilakukan 
dengan menyajikan data terkait partisipasi 
penyandang disabilitas pada kegiatan 
pemberdayaan yang dilakukan KDD dalam bentuk 
tabel, grafik, serta bagan yang telah yang 





JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL, VOLUME 22, NOMOR 2, OKTOBER 2021, 98-109 
Conclusion/verification dilakukan dengan 
menjabarkan dan menganalisis data-data terkait 
pemberdayaan yang dilakukan KDD. 
 
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
Menurut Moleong, ada beberapa teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang dapat digunakan 
untuk menguji penelitian agar dapat 
dipertanggungjawabkan (Moleong, 2018). 
Beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data 
menurut Moleong yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah ketekunan/keajegan 
pengamatan, triangulasi, dan pengecekan anggota. 
Teknik ketekunan/keajegan pengamatan bertujuan 
agar menemukan kejenuhan data sehingga 
informasi yang dikumpulkan semakin lengkap dan 
rinci. Teknik triangulasi bertujuan untuk 
mencocokan atau sebaliknya, yaitu 
membandingkan data yang telah diperoleh dengan 
sesuatu yang lain diluar data tersebut. Sementara 
itu, teknik pengecekan anggota bertujuan agar 
informasi yang telah terkumpul dapat dikoreksi 
oleh informan lain apabila ada kesalahan sehingga 
lebih valid, membantu menentukan kurang atau 
cukupnya data yang dikumpulkan, dan memberi 
tambahan informasi sehingga data yang 
dikumpulkan dapat lebih lengkap. 
 
HASIL 
1. Unsur Utama Pemberdayaan pada KDD 
Makmur Jati Mandiri 
Menurut pendapat Soetomo, terdapat dua 
unsur utama pemberdayaan masyarakat yang harus 
dimiliki oleh kelompok pemberdayaan masyarakat 
dari awal terbentuk hingga pelaksanaan 
kegiatannya. Kedua unsur tersebut ialah pemberian 
kewenangan dan pengembangan kapasitas 
masyarakat. KDD sebagai salah satu kelompok 
pemberdayaan masyarakat difabel yang ada di 
Indonesia telah memenuhi kedua unsur utama yang 
disampaikan oleh Soetomo tersebut. 
Pada tahun yang sama dengan berdirinya 
KDD, yakni tahun 2015, pemerintah Desa Jatirejo 
mengesahkan SK Kepala Desa Jatirejo Nomor 34 
Tahun 2015. SK tersebut menjadi bentuk 
pemberian kewenangan oleh pemerintah Desa 
Jatirejo kepada KDD Makmur Jati Mandiri. 
Melalui SK Kepala Desa Jatirejo Nomor 34 Tahun 
2015, KDD resmi menjadi aset desa dan memiliki 
alokasi dana dari dana desa setiap tahunnya. 
Sementara itu, pengembangan kapasitas 
masyarakat pada KDD nampak dari berbagai 
kegiatan, baik kegiatan yang diadakan secara rutin 
maupun kegiatan dengan jangka waktu tertentu, 
yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
yang dimiliki oleh anggota. Kegiatan untuk 
mengembangkan kapasitas anggota KDD adalah 
pertemuan rutin dan pelatihan.  
Pertemuan rutin KDD diadakan sebanyak 
satu bulan sekali dan menjadi wadah anggota 
maupun pengurus KDD untuk saling bertukar 
gagasan atau sekadar membahas rencana kegiatan 
KDD. Pertemuan rutin tersebut membantu anggota 
KDD untuk berani menyampaikan opini mereka 
dan dapat menjadi sarana hiburan bagi masyarakat 
difabel yang ada di Desa Jatirejo karena bertemu 
serta dapat bercerita dengan anggota atau pengurus 
KDD yang lainnya.  
 
 
Gambar 1.1 Pertemuan Rutin KDD di Balai Desa 
Tahun 2018 
Sumber: Media Sosial (Facebook) KDD Makmur 
Jati Mandiri (2018) 
 
Tidak hanya melalui pertemuan rutin, 
kegiatan KDD yang bertujuan untuk 
 
 
PRAKTIK BAIK PEMBERDAYAAN DIFABEL OLEH KELOMPOK DIFABEL DESA MAKMUR JATI MANDIRI 









pengembangan kapasitas anggotanya adalah 
pelatihan. Berbagai pelatihan yang dilaksanakan 
oleh KDD bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan anggotanya. Pelatihan yang telah 
dilaksanakan oleh KDD adalah pelatihan membuat 
roti pisang pada tahun 2018, pelatihan membuat 
bros dari kain perca pada tahun 2019, pelatihan 
ternak ayam pada tahun 2017, pelatihan ternak 
kambing pada tahun 2018, dan pelatihan ecobrick 
pada tahun 2018. Tujuan dari pelatihan-pelatihan 
yang diberikan kepada anggota KDD bermacam-
macam, tetapi tujuan dari semua pelatihan 
mengarah pada peningkatan kemampuan anggota 
KDD. Selain dari inisiatif pengurus KDD, 
pelatihan-pelatihan yang telah terlaksana tersebut 
merupakan hasil kerja sama dengan pihak lain, 
seperti dengan pemerintah desa dan dengan 
kelompok akademisi. 
 
Tabel 1.1 Unsur Utama Pemberdayaan pada KDD 
Makmur Jati Mandiri 
        Sumber: Data Peneliti (2021) 
 
1. Pengkapasitasan sebagai Salah Satu Proses 
Pemberdayaan pada KDD Makmur Jati 
Mandiri 
Pengkapasitasan manusia yang dilakukan 
oleh KDD bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan anggota agar dapat mendorong 
terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat 
difabel. Tahap pengkapasitasan manusia dalam 
KDD nampak dari pertemuan rutin dan pelatihan-
pelatihan yang telah dilaksanakan oleh KDD. 
Kemudian, pengkapasitasan organisasi bertujuan 
untuk mengembangkan organisasi melalui adanya 
inovasi. Dalam organisasi KDD, terdapat beberapa 
inovasi yang mengarah pada pengembangan 
organisasi. Kepengurusan organisasi KDD tidak 
hanya melibatkan masyarakat difabel, tetapi juga 
melibatkan masyarakat non difabel. Hal tersebut 
bertujuan untuk menumbuhkan semangat kerja 
sama dan mendorong terwujudnya kesetaraan 
masyarakat difabel dan non difabel mulai dari 
organisasi KDD. Kerja sama antara masyarakat 
difabel dan non difabel yang terbentuk pada KDD 
dapat turut mendorong adanya partisipasi aktif 
masyarakat difabel dalam kegiatan atau organisasi 
di desa. 
Selain itu, dalam struktur organisasi KDD, 
terdapat pula beberapa orang yang ditunjuk 
langsung oleh SIGAB untuk menjadi kader. 
Adanya pemilihan kader oleh SIGAB dalam KDD 
bertujuan untuk menjaga antusiasme anggota KDD 
dan berkaitan dengan target SIGAB agar KDD 
dapat menjadi organisasi difabel tingkat desa yang 
berbasis kesadaran masyarakat. Kader pada 
struktur organisasi KDD tersebar di berbagai seksi. 
Dalam pelaksanaan kegiatan KDD, tugas kader 
 adalah mengundang anggota KDD ketika 
akan melaksanakan pertemuan rutin atau kegiatan 
lain, seperti seminar dan pelatihan. Tugas lain 
kader adalah mengawasi kegiatan-kegiatan KDD 
agar dapat terlaksana dengan lancar. 
Pengkapasitasan sistem nilai meliputi 
aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh 
anggota atau masyarakat. Pengkapasitasan sistem 
nilai pada KDD nampak pada pengesahan SK 
Kepala Desa Jatirejo Nomor 34 Tahun 2015. Surat 
keputusan tersebut membuat KDD Makmur Jati 









34 Tahun 2015 
Pertemuan rutin 
sebanyak satu bulan 
sekali 
2 Pelatihan ternak ayam 
pada tahun 2017 
3 Pelatihan ternak 
kambing pada tahun 
2018 
4 Pelatihan membuat roti 
pisang pada tahun 2018 
5 Pelatihan ecobrick pada 
tahun 2018 
6 Pelatihan membuat bros 
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seluruh komponen Desa Jatirejo turut terlibat 
dalam memajukan KDD. Dengan demikian, SK 
Kepala Desa Jatirejo Nomor 34 Tahun 2015 
bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat Desa 
Jatirejo, baik masyarakat difabel maupun non 
difabel. 
Tabel 1.2 Tahap Pengakapasitasan KDD Makmur 
Jati Mandiri 
 
Sumber: Data Peneliti (2021) 
 
 Setelah pelaksanaan pelatihan, pemerintah 
desa memberikan 1 ayam jantan dan 3-5 ayam 
betina kepada masing-masing anggota KDD pada 
tahun 2017 dan 10 ekor kambing kepada KDD 
pada tahun 2018. Pemberian ayam kepada masing-
masing anggota KDD bertujuan untuk melatih 
anggota agar mampu beternak ayam dan 
mengembangkannya sehingga mampu menambah 
pendapatan keluarga. Sementara itu, pelatihan 
ternak kambing dilakukan melalui kelompok kecil 
yang beranggotakan 11 orang tiap kelompok. 
Kambing yang diberikan oleh pemerintah desa 
diserahkan langsung kepada KDD dan dikelola 
kelompok secara bergiliran.  
 
 
Gambar 1.2 Penyerahan Kambing dari Pemerintah 
Desa Jatirejo kepada KDD Makmur Jati Mandiri 
Tahun 2018 
Sumber: Media Sosial (Facebook) KDD Makmur 
Jati Mandiri (2018) 
 
PEMBAHASAN 
KDD merupakan kelompok pemberdayaan 
tingkat desa dengan sasaran dan anggotanya adalah 
masyarakat difabel. Walaupun KDD tidak 
terbentuk berdasarkan inisiatif dari masyarakat, 
tetapi kesadaran masyarakat terhadap perlunya 
kelompok pemberdayaan masyarakat difabel sudah 
dibentuk sejak awal berdirinya KDD. Hal tersebut 
tampak dari kepengurusan KDD yang tidak hanya 
melibatkan masyarakat difabel, tetapi juga 
melibatkan masyarakat non difabel yang ada di 
Desa Jatirejo. Dengan demikian, KDD Makmur 
Jati Mandiri yang ada di Desa Jatirejo secara tidak 
langsung turut menumbuhkan kesadaran 
masyarakat non difabel terhadap perlunya kegiatan 
pemberdayaan bagi masyarakat difabel. 
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Makmur Jati Mandiri berkaitan dengan unsur 
pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh 
Soetomo dan telah melalui tiga tahap 
pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo 
dan Dwidjowijoto. 
Realisasi unsur utama pemberdayaan pada 
KDD Makmur Jati Mandiri menurut Soetomo 
berupa pengesahan SK Kepala Desa Jatirejo 
Nomor 34 Tahun 2015, pertemuan rutin, dan 
pelaksanaan berbagai pelatihan. Pemberian SK 
Kepala Desa Jatirejo Nomor 34 Tahun 2015 
merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah 
desa terhadap adanya kelompok pemberdayaan 
difabel tingkat desa. Hal tersebut merupakan hal 
positif mengingat tidak semua pemerintah desa 
memiliki kesadaran akan pentingnya kegiatan 
pemberdayaan terutama bagi masyarakat difabel. 
Namun, hal yang lebih utama adalah penerapan 
dari SK tersebut. Bagi anggota KDD, adanya SK 
kepala desa tersebut mampu melindungi mereka 
dari stigma negatif terhadap kaum difabel. Sebagai 
contoh, tidak ada lagi masyarakat non difabel yang 
mendeskripsikan atau memanggil masyarakat 
difabel berdasarkan disabilitasnya (contoh: si buta, 
si tuli, si pincang). Selain itu, mendorong pelibatan 
aktif masyarakat difabel dalam kegiatan atau 
organisasi desa. Hingga saat ini, beberapa 
masyarakat difabel sudah terlibat di kegiatan 
pertemuan rutin bapak-bapak tingkat RT dan 
karang taruna. Namun, berdasarkan pengamatan 
masih perlu ditingkatkan agar masyarakat difabel 
lebih banyak terlibat di organisasi desa atau 
kegiatan lain, seperti PKK, kemanan kampong, dan 
koperasi. Perlu peran penting dari pemerintah desa, 
pengurus KDD dan masyarakat desa agar 
masyarakat difabel lebih percaya diri dan memiliki 
tanggung jawab dalam membangun desa. 
Pemerintah desa juga mengalokasikan 
dana sebagai bentuk penerapan dari SK Kepala 
Desa Jatirejo Nomor 34 Tahun 2015. Adanya 
aliran dana dari desa menjadi salah satu langkah 
pemerintah desa untuk memastikan bahwa 
kegiatan KDD terus berjalan. Alokasi dana dari 
dana desa dapat mendorong terlaksananya kegiatan 
KDD dan mendukung agar setiap kegiatan KDD 
dapat terlaksana dengan lancar. Hingga saat ini, 
dana tersebut digunakan untuk operasional 
kegiatan KDD, seperti penyediaan konsumsi dalam 
pertemuan rutin, pembelian alat dan bahan untuk 
pelaksanaan pelatihan, dan menambah kas KDD. 
Alokasi dana yang diberikan kepada KDD oleh 
pemerintah desa memang terbatas, tetapi tidak 
kekurangan. Hal tersebut nampak dari kegiatan-
kegiatan KDD yang telah terlaksana dengan lancar 
dan adanya cadangan dana dalam kas KDD. Selain 
dalam bentuk alokasi dana desa, pemerintah desa 
juga menunjukkan dukungan mereka melalui 
pemberian izin penggunaan balai desa untuk 
pelaksanaan kegiatan KDD (selama balai desa 
tidak sedang digunakan). 
Selain pemberian kewenangan, unsur 
utama pemberdayaan yang lain menurut Soetomo 
adalah pengembangan kapasitas masyarakat. 
Pengembangan kapasitas dilakukan melalui 
pertemuaan rutin dan pelatihan ketrampilan. 
Pertemuan rutin KDD sebelum adanya Pandemi 
COVID-19dihadiri oleh anggota dan pengurus 
KDD dari berbagai usia sehingga tampak adanya 
antusiasme yang tinggi. Namun, untuk saat ini 
pertemuan rutin KDD disesuaikan dengan kondisi 
Pandemi COVID-19. Hal tersebut bertujuan untuk 
mencegah penyebaran COVID-19, terutama di 
Desa Jatirejo. Selain itu, alokasi dana desa saat ini 
lebih difokuskan pada penanganan kasus COVID-
19 sehingga ada penyesuaian alokasi dana untuk 
semua kegiatan desa, termasuk juga bagi KDD.  
Dengan demikian, pertemuan rutin KDD 
saat ini diadakan dengan melihat situasi Desa 
Jatirejo. Pengurus KDD tetap mengusahakan agar 
pertemuan rutin dapat dilakukan karena semangat 
atau keinginan untuk bertemu yang ditunjukkan 
oleh anggota KDD. Namun, mengingat prioritas 
saat ini adalah kesehatan masyarakat Desa Jatirejo 
maka pengurus KDD sepakat agar pertemuan rutin 
KDD dilaksanakan tidak sebulan sekali, melainkan 
menyesuaikan kondisi desa dan dengan 
persetujuan pemerintah desa. Melihat kondisi 
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diperlukan agar program yang dimilki KDD tetap 
berjalan. Salah satunya kordinasi melalui grup 
WhatsApp dan pendekatan personal.  
Pengembangan kapasitas masyarakat yang 
dilakukan oleh KDD juga tampak dari pelaksanaan 
pelatihan ketrampilan. Meskipun pelatihan-
pelatihan KDD telah terlaksana dengan lancar dan 
mendapat dukungan dari pihak eksternal KDD, 
tetapi penerapan berbagai pelatihan tersebut belum 
menunjukkan hasil yang maksimal.  
 
1. Pelatihan ternak ayam dan kambing  
Berdasarkan wawancara dan observasi 
yang dilakukan di lapangan, beberapa anggota 
KDD menyatakan keberhasilan mereka dalam 
memelihara dan menerapkan pelatihan ayam. 
Namun, sebagian lainnya menyatakan kegagalan 
mereka dalam beternak ayam karena bertepatan 
dengan musim penghujan menyebabkan ayam mati 
karena terserang virus, bakteri, dan penyakit. 
Sementara itu, ternak kambing jumlahnya belum 
bertambah sehingga belum bisa meningkatkan kas 
KDD. Pendampingan sesudah pelatihan diperlukan 
agar ternak ayam dan kambing bisa lebih produktif.  
 
2. Pelatihan membuat roti pisang, pelatihan 
membuat bros dari kain perca, dan pelatihan 
ecobrick. 
Pelatihan membuat roti pisang, pelatihan 
membuat bros dari kain perca, dan pelatihan 
ecobrick belum terlaksana. Selain terkendala 
Pandemi COVID-19 di Indonesia, kendala lain 
yang dihadapi anggota KDD dalam keberlanjutan 
program pelatihan tersebut adalah kurangnya 
wawasan terkait proses pemasaran produk, belum 
adanya pelatihan packaging produk yang menarik, 
serta kurangnya pengetahuan terkait strategi dalam 
membangun networking atau kerja sama dengan 
pihak lain. Melihat kendala tersebut, perlu adanya 
pelatihan lain yang mendukung, seperti pelatihan 
teknik pemasaran, pelatihan membangun 
networking, dan pelatihan membuat desain 
kemasan.  
Dengan demikian, sebagian besar 
pelatihan yang terlaksana berkaitan dengan 
pembuatan suatu barang, tetapi belum ada 
pelatihan terkait tindak lanjutnya. Sementara itu, 
penerapan pelatihan bagi anggota KDD dapat turut 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat difabel 
melalui peningkatan ekonomi. Namun, apabila 
tidak diterapkan atau tidak ada keberlanjutan dari 
program pelatihan yang diberikan kepada anggota 
KDD maka pelatihan tersebut dapat menjadi sia-
sia. Dengan demikian, urgensi adanya tindak lanjut 
dari pelatihan KDD berkaitan dengan tujuan dari 
adanya kegiatan pelatihan tersebut, yaitu 
mengembangkan kemampuan dan meningkatkan 
kesejahteraan anggota KDD atau masyarakat 
difabel di Desa Jatirejo. 
Selain unsur utama pemberdayaan 
menurut Soetomo, terdapat tiga proses yang harus 
terpenuhi dalam pemberdayaan menurut 
Wrihatnolo dan Dwijowijoto. Ketiga proses 
tersebut adalah penyadaran, pengkapasitasan, dan 
pendayaan. Penyadaran merupakan tahap awal dari 
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
Tujuan dari tahap penyadaran ialah untuk 
menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui 
analisis permasalahan dan merencanakan solusi 
atas permasalahan tersebut. Tahap 
pengkapasitasan dalam kegiatan pemberdayaan 
meliputi pengkapasitasan manusia, organisasi, dan 
sistem nilai. Sementara itu, tahap pendayaan 
adalah tahap untuk menunjukkan hasil dari dua 
tahap pemberdayaan sebelumnya.  
Tahap penyadaran dalam pemberdayaan 
yang dilakukan oleh KDD nampak dari forum atau 
pertemuan yang diadakan oleh SIGAB pada masa 
awal berdirinya KDD dengan mengundang 
masyarakat difabel, masyarakat non difabel, serta 
orang tua dari masyarakat difabel. Forum tersebut 
bertujuan untuk membangun kesadaran 
masyarakat difabel serta lingkungan di sekitar 
mereka terkait tingginya angka penyandang 
disabilitas dan perlunya pemberdayaan difabel di 
Kecamatan Lendah, termasuk Desa Jatirejo. Selain 
melalui forum, SIGAB juga melakukan pendataan 
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difabel yang ada pada setiap desa di Kecamatan 
Lendah. Tujuan dari pendataan ini adalah untuk 
mendorong terbentuknya organisasi atau kelompok 
pemberdayaan difabel pada setiap desa di 
Kecamatan Lendah.  
Tidak hanya pada masyarakat difabel dan 
masyarakat non difabel yang ada di Desa Jatirejo, 
SIGAB memperkenalkan KDD dan tujuan adanya 
kelompok pemberdayaan tersebut kepada 
pemerintah Desa Jatirejo, pemerintah Kecamatan 
Lendah, serta Dinas Sosial Kulon Progo. Dengan 
demikian, tahap penyadaran dalam KDD tidak 
berhenti pada masyarakat difabel maupun 
masyarakat non difabel yang ada di Desa Jatirejo, 
tetapi juga bagi pemerintah yang memiliki 
kewenangan atau bertanggung jawab atas Desa 
Jatirejo mulai dari tingkat desa hingga tingkat 
kabupaten. 
Setelah tahap penyadaran, KDD juga telah 
melaksanakan tahap pengkapasitasan, baik 
pengkapasitasan manusia, organisasi, maupun 
sistem nilai. Pengkapasitasan manusia serupa 
dengan unsur pengembangan kapasitas masyarakat 
menurut Soetomo. Dalam KDD, tahap 
pengkapasitasan manusia menurut Wrihatnolo dan 
Dwidjowijoto serta unsur pengembangan kapasitas 
masyarakat menurut Soetomo memiliki tujuan 
yang sama. Tujuan dalam pengkapasitasan 
manusia masih menemui kendala khususnya dalam 
adanya pandemi, kurangnya pelatihan pendukung, 
dan kurang maksimalnya tindak lanjut dalam 
pelatihan serta kurangnya pendampingan. 
Pengkapasitas organisasi sebenarnya sudah 
menunjukkan gambaran yang baik karena sudah 
melibatkan masyarakat difabel dalam 
kepengurusan KDD. Jabatan yang dipegang oleh 
masyarakat difabel dalam kepengurusan KDD juga 
merupakan jabatan yang vital, seperti ketua, 
sekretaris, dan kader. Adanya masyarakat difabel 
dalam kepengurusan KDD tersebut diharapkan 
mampu mendorong dan memotivasi masyarakat 
difabel lainnya untuk terlibat dalam berbagai 
kegiatan KDD. Pengkapasitasan sistem nilai sudah 
tercermin dalam Sk, namun pelaksanaannya belum 
maksimal.  
Tahap pendayaan yang dilakukan oleh 
KDD nampak dari keberhasilan anggota KDD 
dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan 
yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh KDD. Sebelum 
adanya Pandemi COVID-19 di Indonesia, 
pengurus dan beberapa anggota KDD berencana 
untuk menerapkan hasil pelatihan ecobrick serta 
pelatihan membuat bros dari kain perca. Penerapan 
hasil pelatihan tersebut dengan membuat beberapa 
barang atau produk untuk dijual melalui e-warung. 
Dalam hal ini, e-warung merupakan salah satu 
KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang ada di 
Indonesia. Pelaksanaan e-warung di Kabupaten 
Kulon Progo adalah tanggung jawab Dinas Sosial. 
Berkaitan dengan adanya e-warung, beberapa 
anggota KDD berniat untuk menitipkan produk 
atau barang yang telah mereka buat pada e-warung 
tersebut.  
Tetapi karena terhambat Pandemi COVID-
19 di Indonesia, rencana tersebut belum terlaksana. 
Kegiatan KDD yang disesuaikan dengan Pandemi 
COVID-19 menyebabkan anggota dan pengurus 
KDD kesulitan untuk berkoordinasi sehingga saat 
ini mereka lebih berfokus pada profesi atau usaha 
rumah tangga yang mereka miliki. Kurangnya 
sosialisasi terkait e-warung juga membuat anggota 
KDD kurang memahami cakupan wilayah dan 
lokasi e-warung di sekitar Desa Jatirejo.  
Sementara itu, sosialisasi e-warung bagi 
anggota KDD penting untuk dilaksanakan karena 
dapat memberikan informasi terkait lokasi e-
warung, cakupan wilayah, prosedur ketika hendak 
menitipkan produk, dan informasi lain yang 
berkaitan dengan pemasaran produk anggota KDD. 
Selain itu, belum ada koordinasi antar KDD di 
Kecamatan Lendah terkait cara dan cakupan 
wilayah e-warung sehingga pengurus dan anggota 
KDD Makmur Jati Mandiri belum bisa 
melaksanakan rencana untuk menitipkan barang 
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Berdasarkan analisis unsur utama dan 
proses pemberdayaan KDD maka praktik baik 
pemberdayaan difabel oleh KDD Makmur Jati 
Mandiri nampak dari pelibatan masyarakat difabel 
dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan pemberdayaan. Pembentukan dan 
pelaksanaan kegiatan KDD mendapat dukungan 
dari pihak eksternal, seperti dari LSM, pemerintah, 
dan kelompok akademisi. Kegiatan dalam KDD 
tidak hanya berbentuk forum atau diskusi, tetapi 
juga dalam bentuk pelatihan yang dapat 
meningkatkan kemampuan anggota KDD pada 
bidang tertentu. Selain itu, beberapa masyarakat 
difabel merupakan kader atau pengurus KDD 
sehingga pengurus KDD tidak hanya dari 
masyarakat non difabel.  
Meskipun demikian, perlu adanya 
perhatian lebih terhadap keberlanjutan program 
pelatihan yang telah dilaksanakan oleh KDD. Hal 
tersebut karena belum adanya solusi atas kendala 
dalam penerapan pelatihan KDD. Sementara itu, 
pelatihan merupakan kegiatan penting karena 
dapat meningkatkan kemampuan anggota KDD. 
Penerapan pelatihan juga mengarah pada 
peningkatan penghasilan atau pendapatan 
masyarakat difabel di Desa Jatirejo. Keadaan 
ekonomi yang membaik mendorong terwujudnya 




Penelitian ini memberi gambaran tentang 
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan inklusif bagi 
penyandang disabilitas yang dilakukan oleh KDD. 
Praktik baik pemberdayaan difabel yang 
ditunjukkan oleh KDD Makmur Jati Mandiri 
berupa keterlibatan masyarakat difabel mulai dari 
proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
pemberdayaan, hadirnya pihak eksternal yang 
mendukung pembentukan dan pelaksanaan 
kegiatan KDD, adanya pertemuan rutin dan 
pelatihan bagi anggota KDD, serta partisipasi 
masyarakat difabel dan non difabel dalam 
kepengurusan KDD. Dalam pelaksanaan kegiatan 
pemberdayaan KDD, terdapat beberapa aspek yang 
perlu diperbaiki agar dampak dari kegiatan 
pemberdayaan dapat dirasakan oleh masyarakat 
difabel. Salah satu aspek yang harus diperbaiki 
oleh KDD berkaitan dengan keberlanjutan 
program pelatihan yang diberikan kepada anggota 
KDD. Penerapan pelatihan KDD penting untuk 
dilakukan karena dapat membuka peluang dalam 
meningkatkan pendapatan dan mendorong 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat difabel di 
Desa Jatirejo.  
Dengan demikian, KDD perlu 
mengadakan evaluasi berkala dan diskusi untuk 
membahas rencana tindak lanjut dari pelatihan 
yang telah dilaksanakan. Melalui evaluasi maka 
anggota dan pengurus KDD dapat mengetahui 
berbagai kekurangan atau kendala dalam 
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Adanya 
rencana tindak lanjut juga dapat membantu 
pengurus dan anggota KDD dalam mengatur 
strategi agar pelatihan yang telah dilaksanakan 
dapat diterapkan dan memberikan dampak positif 
bagi masyarakat difabel. 
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